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ABSTRAK

Efrima Yanti : TM/NIM/2011 “Pengembangan Program Kebersihan, Keamanan,
dan Ketertiban (K3)”. (Studi pada Objek Pariwisata Pantai Purus
Kota Padang).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebijakan pemerintah Kota Padang terkait
pengembangan program kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3) studi pada objek
pariwisata pantai Purus. Akan tetapi kenyataannya pantai Purus belum bisa dikatakan
bersih, aman, maupun tertib karena masih dalam proses pengembangan. Oleh sebab itu,
penelitian ini bertujuan untuk mendekripsikan bentuk dan tahap-tahap kebijakan yang
dikeluarkan maupun yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan
pengembangan program kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3) studi pada objek
pariwisata pantai Purus.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pemilihan informan
dilakukan dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan
metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk membuktikan keabsahan data
digunakan teknik trianggulasi dengan memanfaatkan penggunaan sumber. Analisis data
dalam penelitian ini reduksi data, display data atau penyajian data dan mengambil
kesimpulan atau verifikasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
Kota Padang menjadikan pantai Purus sebagai objek wisata keluarga dan konfensi yang
layak dan ramah dengan program kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3).
Kebijakan ini diwujudkan dengan pembangunan Lapau Panjang Cimpago (LPC) yang
ditargetkan selesai tahun 2016. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang dalam mengembangkan program (K3)
pada objek pariwisata dipantai Purus dilakukan secara bertahap dan berjalan lancar.
Sehingga muncullah saran agar PEMKO Kota Padang dapat mengikutsertakan
masyarakat dan membentuk asosiasi pariwisata di Kota Padang dalam pengembangan
program kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3), oleh karena itu semua bisa
membantu dalam pengembangan pantai Purus dan berguna bagi kita semua.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di bidang pariwisata, yang
terlihat dari indahnya berbagai macam pemandangan alam, kebudayaan dan
sejarah bangsa, festival dan upacara-upacara yang unik, berbagai macam seni
lukis dan kerajinan tangan, dan banyaknya tempat yang sangat menarik untuk
dikunjungi para wisatawan sepanjang tahun. Oleh karena itu, dengan
memanfaatkan sumber daya yang kita miliki, pemerintah saat ini berusaha
menjadikan pariwisata sebagai penghasil devisa utama dalam memacu roda
pertumbuhan nasional (Oka A. Yoeti, 1997:1).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan Pasal 20 dan 21 bahwa berbagai macam kegiatan wisata dan
didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,
pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Sesuai dengan peraturan tersebut,
pemerintah daerah berupaya untuk menyediakan sarana dan prasarana tersebut
agar masyarakat ingin mengunjungi dan dapat meningkatkan sumber penghasilan
daerah.

Dalam hal ini pemerintah harus memberikan perhatian yang besar lagi
terhadap pengembangan pariwisata, karena sektor ini telah menyumbang cukup
banyak devisa kepada negara dan untuk membantu daerah-daerah yang memiliki
objek wisata untuk maju sehingga taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik.

Ini sesuai dengan apa yang telah disimpulkan oleh beberapa ahli ekonomi

bahwa pariwisata bisa diandalkan sebagai sesuatu yang dapat memberikan



kenikmatan kepada pendatang dan kesejahteraan bagi penduduk sekitarnya. Dan
pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk pengembangan pariwisata,
karena pengembangan Kota Wisata akan menjadi prospek yang menjanjikan
dimasa yang akan datang untuk dikembangkan di Indonesia, dengan berbagai
alasan yang rasional dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara ilmiah
maupun non ilmiah.

Pengembangan pariwisata yang dikenal dengan sapta pesona wisata yaitu
aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Dari ketujuh bagian dari
sapta persona apa lagi mengenai kebersihan, keamanan, dan ketertiban lebih
diperhatikan lagi oleh pemerintah. Dalam pembangunan pariwisata pemerintah
harus mengeluarkan kebijakan tentang pengembangan objek pariwisata.

Kebijakan merupakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang
banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang
otoritas publik. Menurut Werf (1997:10) yang dimaksud dengan kebijakan adalah
usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu.
Sebagai warga negara yang hidup di wilayah hukum suatu negara, permasalahan
mengenai banyak hal termasuk kenegaraan memang seringkali terjadi. Negara
menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk melindungi kehidupan rakyatnya
dituntut untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada tersebut. Pada saat
itulah dibutuhkan kebijakan publik untuk menjadi salah satu solusi terbaik.

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh
pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi

berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang dimasyarakat. Kebijakan



yang di keluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk penyelenggaraan Negara dan
Pembangunan. Artinya pemerintah mengeluarkan kebijakan atas dasar kebutuhan
publik atau kebutuhan masyarakat salah satunya dibidang pariwisata.

Kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah dalam pengembangan
program pariwisata mengenai Sapta Pesona sangat berperan penting bagi
pariwisata dan penyelamatan lingkungan sekitarnya. Secara langsung Sapta
Pesona dapat meningkatkan citra pariwisata disuatu daerah sehingga adanya
proses promosi wisata yang terjadi. Hal ini sangat menguntungkan bagi semua
pihak yang ikut berperan di dalamnya terutama di Kota Padang. Mengenai
pariwisata sudah dibahas dalam PERDA Kota Padang Nomor 253 Tahun 2014
tentang kawasan pariwisata.

Pemerintah daerah Kota Padang saat ini giat-giatnya mengembangkan
kepariwisataan. Salah satunya pantai, pantai menjadi objek utama dalam
pengembangan program pemerintahan pada pariwisata mengenai kebersihan,
keamanan, dan ketertiban (K3). Akan tetapi kenyataan nya kawasan pariwisata
pantai Purus di Kota Padang belum bisa dikatakan bersih, aman maupun tertib,
karena pantai Purus masih dalam proses pengembangan. Banyak permasalahan
yang muncul semenjak pembangunan pantai Purus seperti kunjungan para
pengunjung ke tempat objek berfoto, yaitu yang dikenal tukang palak. Di sana
terlihat bahwa masih kurang nya penjaga keamanan, padahal satuan pamong praja
(Satpol PP) sering berjaga di sekitar pantai Purus. Dan jalan raya juga sering
dialihkan ke jalur lain, karena sebagian jalan raya di depan Lapau Panjang

Cimpago di sekitar pantai purus digunakan untuk berdagang.



Menurut Bapak Rober Candra bagian bidang objek wisata Kota Padang :

“Pantai Purus Kota Padang atau Pantai Padang Baru akan
dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang
yang menjadikan objek wisata terbesar di Kota Padang, kami
meninjau dari beberapa sudut, yaitu dari sudut kebersihan,
keamanan, dan ketertiban. Dilihat dari sudut kebersihan, kami
menyediakan tempat-tempat sampah sehingga para pedagang
membuang sampah pada tempatnya, dan kami akan
mempekerjakan petugas kebersihan untuk membersihkan
sampah yang berserakkan di sepanjang bibir pantai Purus itu
semua akan dilaksanakan jika semua pedagang yang berjualan
di sempanjang bibir pantai Purus dipindahkan di tempatnya, dan
kami menyediakan tempat untuk para pedagang. Wc umum juga
disediakan, petugas kebersihan bertanggung jawab dalam
membersihkan  Wc¢  umum, pembangunan Wc¢ umum
dilaksanakan setelah pemindahan pedagang ke LPC. Sudut
keamanan kami memberikan tugas pada tim keamanan pantai
pada sore hari sebanyak 40 orang dalam satu hari jam 16.00-
22.00 wib (dalam sore hari sampai malam hari), dan keamanan
lainnya grup padang mewot (kelompok relawan), serta petugas
parkir untuk keamanan pengendara kendaraan. Dan sudut
ketertiban kami membangun tempat untuk para pedagang yaitu
Lapau Panjang Cimpago (LPC), kami akan membangun tempat-
tempat parkir. Dalam pembangunan, kami sudah mendirikan
taman, pembuatan taman ini merupakan lomba dari tiap-tiap
dinas pemerintahan di Kota Padang dan susunan rencana kafe
yang berdiri di sepanjang pantai akan dipindahkan ke Lapau
Panjang Cimpago (LPC), serta pembangunan langsung yaitu
kami akan mendirikan pentas, plaza, dan lain-lain. Dan yang
kami tinjau lagi dari sudut keterbutuhan tempat permainan
khusunya anak dan keluarga, dari sudut ini pantai Purus akan
menjadikan tempat bermain yang nyaman bagi keluarga yang
berkunjung, setelah selasai semua pembangunan kami akan
memberikan tema pariwisata dengan sistem syari’ah”.

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Rober Candra yaitu pantai Purus
Kota Padang atau pantai Padang baru menjadi target operasi utama dalam
pengembangan pariwisata yang lebih bagus untuk kedepannya, pada program
pengembangan pantai Purus maka pemerintah Kota Padang melihat bagaimana

kebersihan, keamanan, dan ketertiban di sekitar pantai Purus.



Dilihat dari sudut kebersihan pemerintah Kota Padang telah menyediakan
tempat-tempat sampah di tiap-tiap titik di sepanjang pantai Purus agar pedagang
yang berjualan di sepanjang bibir pantai Purus membuang sampah hasil dagangan
ke tempat sampah yang telah disediakan pemerintah. Dan pemerintah juga
menyediakan petugas kebersihan, guna membersihkan sampah yang berserakan di
bibir pantai Purus Kota Padang akan tetapi semua itu ditugaskan setelah para
pedagang dipindahkan ke tempat yang telah disediakan. Setelah pedagang di
pindahkan ke LPC pembangunan Wc¢ umum dilaksanakan, kebersihan Wc¢ umum
dipertanggung jawabkan oleh petugas kebersihan. Karena pemerintah telah
meyediakan tempat untuk para pedagang.

Dari sudut keamanan pemerintah memberikan tugas kepada tim keamanan
pantai Purus, keamanan yang sudah ada seperti satuan pamong praja (satpol pp),
tim keamanan pantai pada sore hari sebanyak 40 orang dalam satu hari jam 16.00-
22.00 wib (dari sore hari sampai malam hari) bertujuan agar tidak ada yang
mendirikan payung ceper (tempat maksiat), soalnya ini termasuk penyakit
masyarakat dalam meningkatkan ekonomi keluarga yang lemah. Keamanan
lainnya grup Padang mewot atau kelompok relawan, keamanan ini ditugaskan
pada hari libur, seperti lebaran dan hari-hari besar lainnya. Selain itu pemerintah
Kota Padang juga merekrut pekerja terutama untuk parkir, karena parkir akan
dikelola oleh Dinas Perhubungan yang merupakan lembaga resmi di bawah
naungan pemerintah, maka akan ditugaskan juru-juru parkir tersebut disepanjang

jalan pantai Purus Kota Padang. Sehingga para pengunjung yang menggunakan



kendaraan merasa tenang dan nyaman karena kendaraan pengunjung akan dijaga
dengan baik oleh petugas parkir.

Dan dari sudut ketertiban pemerintah Kota Padang melakukan
pembungunan, pembangunan yang sedang dibuat oleh pemerintah Kota Padang
yaitu membuat taman, taman ini merupakan lomba dari tiap-tiap dinas
pemerintahan Kota Padang, pembangunan selanjutnya yaitu bangunan Lapau
Panjang Cimpago (LPC), bangunan LPC ini untuk menaikan retribusi Pendapatan
Asli Daerah (PAD) di Kota Padang. Sedangkan di sekitar pantai Purus Padang
atau pantai Padang baru para penjual akan direlokasikan, artinya para penjual
yang berada di sekitar bibir pantai akan dipindahkan ketempat bangunan LPC dan
hanya 68 kafe yang didata secara resmi untuk dipindahkan kebangunan tersebut.
Selanjutnya mereka yang telah dapat tempat akan diwajibkan membayar retribusi
sebesar 20.000 per hari. Dan bibir pantai tersebut akan dikelola sebagai tempat
wahana hiburan keluarga. Pemerintah Kota Padang juga membangun tempat-
tempat parkir sehingga pengunjung yang menggunakan kendaraan tertata dengan
rapi di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Padang. Dari sudut
keamanan, dan ketertiban objek pariwisata seperti struktur dan besarnya tarif
retribusi parkir, semuanya sudah diatur dalam perda Kota Padang Nomor 12

Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.

Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir :

Mobil Box roda 4, dan Sejenisnya

Tempat Parkir Jenis Kendaraan Tarif
Sepeda Motor Rp. 2.000,- sekali parkir atau
Rp. 60.000,- / bulan
Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, | Rp. 3.000,- sekali parkir atau
Pelataran, | \obil Box roda 4, dan Sejenisnya | Rp. 90.000,- / bulan
Lingkungan  "Bys "Truck, Mobil Box roda 6 dan | Rp. 5.000.- sekali parkir atau
Taman Sejenisnya Rp. 150.000,- / bulan
Tempelan Dan Trailer Rp. 10.000,- sekali parkir atau
Rp. 300.000,- / bulan
Sepeda Motor Rp. 3.000,- sekali parkir atau
Rp. 90.000,- / bulan
Gedung Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, | Rp. 5.000,- sekali parkir atau

. 150.000,- / bulan

Bus, Truck, Mobil Box roda 6 dan
Sejenisnya

. 10.000,- sekali parkir atau
. 300.000,- / bulan

Sumber : Perda Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Padang. Tahun 2011.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa struktur dan besarnya tarif pakir

sudah ditetapkan, bagi para pengunjung pariwisata yang menggunakan kendaraan

sudah diberi keamanan untuk meletakkan kendaraannya dan disediakan tempat

parkir yang ditugaskan untuk juru parkir. Dengan adanya peraturan yang

ditetapkan oleh perda Kota Padang petugas parkir yang tidak resmi tidak bisa

meminta tarif lebih kepada pengunjung.

Sedangkan dilihat dari daftar realisasi penerimaan retribusi daerah objek

wisata Kota Padang bagian jenis penerimaan nya dapat dilihat pada tabel berikut

ini :




Tabel 2.
Daftar Jenis Penerimaan Dari Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Objek
Wisata Kota Padang.
No Jenis Penerimaan

Retribusi Tempat dan Rekreasi Olahraga
Objek Wisata Pantai Air Manis
Objek Wisata Pantai Pasir Jambak
Objek Wisata Gunung Padang
Pemandian Lubuk Minturun/Air Dingin
Pemandian Lubuk Peraku
Taman Hutan Raya Bung Hatta
7 Taman Ria Pantai Padang
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, 2015
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Jika dilihat dari data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada jenis
penerimaan yang membayar retribusi tercatat pada tabel di atas, terlihat bahwa
pantai Purus atau yang dinamakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu
pantai Padang baru tidak termasuk kedalam jenis penerimaan retribusi daerah
objek wisata Kota Padang. Maka dari itu pemerintah daerah sedang berusaha
mengembangkan pantai Purus Kota Padang agar masuk kedalam jenis penerimaan
retribusi daerah objek wisata Kota Padang yang bertujuan untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah. Dengan adanya pengembangan program kebersihan,
keamanan, dan ketertiban (K3) pada objek pariwisata pantai Purus maka
pengunjung objek pariwisata merasa nyaman berkunjung ke pantai Purus Padang
Kota Padang.

Melihat dengan lahirnya kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah Kota
Padang tersebut hingga apresiasi masyarakat terhadap kebijakannya, maka peneliti
tertarik untuk melakukan peneliti dengan judul “Pengembangan Program
Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban (K3)”. (Studi pada Objek Pariwisata

Pantai Purus Kota Padang).



B. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan

masalah sebagai berikut :

1. Pantai Purus Kota Padang menjadi target operasi utama dalam
pengembangan program kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3)
pada objek pariwisata.

2. Dalam pengembangan pantai Purus menjadi objek wisata yang lebih
bagus untuk kedepannya maka pemerintah melihat dari sapta pesona
wisata.

3. Pantai Purus Kota Padang belum termasuk kedalam jenis penerimaan
dari realisasi penerimaan retribusi daerah objek wisata Kota Padang.

4. Pantai Purus Kota Padang masih belum terlihat bersih, aman, maupun
tertib.

C. Batasan Masalah

Pemerintah Kota Padang terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Padang harus mengembang ulang lagi objek pariwisata di pantai Purus apalagi
mengenai kebersihan, keamanan, dan ketertiban yang dilihat dari bagian sapta
pesona wisata. Untuk itu penulis ingin melihat bentuk-bentuk dan tahap-tahap
dalam pembuatan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang

dalam pengembangan program kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3).
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota
Padang dalam pengembangan program kebersihan, keamanan, dan
ketertiban (K3) pada objek pariwisata pantai Purus?

2. Apa saja tahap-tahap pembuatan kebijakan pemerintah Kota Padang
dalam pengembangan program kebersihan, keamanan, dan ketertiban
(K3) pada objek pariwisata pantai Purus?

E. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini

bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
Kota Padang dalam pengembangan program kebersihan, keamanan,
dan ketertiban (K3) pada objek pariwisata pantai Purus.

2. Mendeskripsikan tahap-tahap pembuatan kebijakan yang lakukan oleh
pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan pengembangan program
kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3) pada objek pariwisata

pantai Purus.
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F. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan peneltian ini, maka penelitian ini bermanfaat untuk

antara lain :

1.

Secara Teoritis

Sebagai sarana menambah pengetahuan terutama tentang

pengembangan program kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3)

pada objek pariwisata pantai Purus Kota Padang.

Secara Praktis

Jika penelitian tercapai maka secara praktis dapat digunakan sebagai

berikut:

a. Bagi Masyarakat
Melalui penelitian ini diharapkan timbulnya kesadaran dan
keinginan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pemerintah
Kota Padang dalam pengembangan program kebersihan,
keamanan, dan ketertiban (K3) pada objek pariwisata pantai
Purus.

b. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi
instansi terkait dibidang Pariwisata agar kebersihan, kemanan dan

ketertiban pariwisata pantai terjaga dan dilaksanakan dengan baik.



BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari hasil temuan dan pembahasan, maka penulis mencoba membuat
kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah Kota Padang dalam
pengembangan objek pariwisata pantai Purus tentang program kebersihan,
keamanan, dan ketertiban (k3).

a. Promosi. Dalam mempromosikan pantai Purus, pemerintah Kota Padang
melihatkan struktur penyusunan dan menjelaskan satu persatu dalam
penyusunan pengembangan pantai Purus ke semua investor yang ikut
membantu dalam membangun pantai Purus Kota Padang ini. Dengan
perencanaan pengembangan ini maka pantai Purus menjadi tertib, baik
itu tertib dari pedagang sepanjang pantai, dan setelah pengembangan
dilaksanakan maka pemerintah menyediakan lembaga-lembaga, seperti
petugas parkir, keamanan, maupun petugas kebersihan pantai.

b. Aksesbilitas. Dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Padang akan
membangun pendestrian terintegrasi, dengan adanya pendestrian ini
orang bisa jalan kaki, naik sepeda, motor dan mobil ditengah, jadi pejalan
kaki dan yang menggunakan sepeda tidak terganggu oleh pengendara
sepeda motor karena udah ada jalurnya masing-masing.

c. Kawasan Pariwisata. Kawasan pariwisata pantai Purus dinamakan
kawasan pariwisata terpadu, di dalam Undang-undang pariwisata

dinamakan kawasan strategis pariwisata, sedangkan BAPPEDA
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dinamakan kawasan terpadu, untuk pantai Padang dana nya oleh
pemerintahan Kota Padang dan investor juga ikut membantu dalam
pendanaan.

d. Wisata Bahari. Pantai itu sudah merupakan bahari. Ada perusahaan yang
tertarik yaitu perusahaan di Jakarta untuk ikut dalam mengembangkan
objek pariwisata yang patut dikembangkan atau sangat potensial untuk di
kembangkan.

e. Produk Wisata. Produ-produk yang telah jadi itu bisa termasuk produk
wisata bahari, ivent-ivent termasuk produk, dan produk yang dijual itu
produk objek, wisata bahari, wisata minat khusus juga bisa dan lain-lain.

f. Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia di pantai Purus seperti jasa
pelayan penjual makanan dimana selalu melayani pengunjung maupun
pembeli. Di Kota Padang terdiri dari pendidikan SMK, SMK ini juga
terdiri dari beberapa jurusan ada musik, seni dan lain-lain, SMA.

g. Kampanye Nasional Sadar Wisata. Kampanye nasional sadar wisata ini
sudah termasuk kedalam sadar wisata atau sapta pesona wisata akan
tetapi kampanye sadar wisata ini pemerintah Kota Padang lebih
mementingkan penegakkan disiplin, nyaman, bersih maupun tertib baik
itu pengembangannya objek wisata nya maupun pembangunannya.

. Tahap-tahap pembuatan kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam

pengembangan objek pariwisata pantai Purus tentang program kebersihan,

keamanan, dan ketertiban (k3). Pada tahap-tahap pembuatan kebijakan

terdiri dari : (a) Penyusunan Agenda (Agenda Setting) yang artinya dengan
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adanya agenda setting ini maka panyusunan untuk merancang
pengembangan pantai purus bisa dilakukan dengan baik karena sudah
dirancang terlebih dahulu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Padang. (b) Formulasi Kebijakan. Pada formulasi kebijakan masalah yang
sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat
kebijakan. Dengan adanya permasalah mengenai pengembangan objek
pariwisata pantai Purus maka masalah-masalah tersebut diidentifikasi
kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik seperti bagaimana cara
pengembangannya, dana, dan lain-lain, sehingga pengembangan pantai
Purus yang menjadikan objek wisata bisa dinikmati semua orang maupun
kalangan masyarakat sekitar. (c) Adopsi atau Legitimasi Kebijakan. Tujuan
legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar
pemerintahan. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kota Padang dalam
pemgembangan pantai Purus menjadi objek pariwisata apa lagi mengenai
program kebersihan, keamanan, dan ketertiban membuat masyarakat ikut
mendukung cara kerja pemerintah, bukan itu aja perusahaan-perusahaan
yang berdiri di Padang maupun luar Sumatera juga ikut membantu dalam
pembangunan. (d) Implementasi Kebijakan. Kebijakan yang telah diambil,
dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya
finansial dan manusia. Dengan adanya implementasi kebijakan maka
mentatarkan bagaimana tahap-tahap kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah Kota Padang mengenai pengembangan pantai Purus. (e)

Penilaian Atau Evaluasi Kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat dikatakan
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sebagai kegiatan yang menyangkut etimasi atau penilaian kebijakan yang
mencakup substansi, implementasi dan dampak. Pemerintah Kota Padang
dalam mengeluarkan kebijakan harus memiliki dampak yang berguna bagi
semua orang. Dengan adanya pengembangan pantai Purus banyak persepsi
atau pendapat yang muncul baik itu dari pedagang maupun dari pengunjung
ada yang mempunyai pendapat yang sama ada juda pendapat yang berbeda
mengenai program kebersihan, keamanan, dan ketertiban (k3) dalam

pengembangan objek wisata pantai Purus Kota Padang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran

yang dapat di pertimbangkan diantaranya adalah :

1.

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam Pengembangan objek
Pariwisata di pantai Purus Kota Padang terutama tentang kebersihan,
keamanan, dan ketertiban. Diharapkan agar pemerintah dapat memberikan
perhatian yang lebih pada sektor pariwisata khususnya pariwisata pantai.
Oleh karena itu pemerintah Kota Padang dalam hal ini harus mampu
mengembangkan lebih baik lagi tentang pariwisata pantai Purus mengenai
kebersihan, keamanan, ketertiban, dan juga dapat bekerjasama secara aktif
serta bisa dengan segera membentuk perhimpunan atau asosiasi
pariwisata di Kota Padang.

Pemerintah Kota Padang bisa lebih bagus lagi tataran seni dalam

pengembangan pariwisata pantai agar menjadi lebih baik lagi.



85

3. Bagi masyarakat sekitar pantai Purus harus ikut melestarikan objek
pariwisata seperti menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban, karena
itu semua bisa membantu dalam pengembangan pantai Purus dan berguna

bagi kita semua.
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